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NOT4OR 7 TA}flJN 1990 SERI D

PERATUMN DAEMH MBUPATEN DAEMH TINGTGT II GARUT

t.tot4oR 17 TAHUN 1989

TENTANG

BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAH,AAN DAEMH AIR MINUM

KAzuPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

DEI.]GAI'] MHMAT TUHAN YANG I.1AHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TIi\GI(AT II GARUT

Merri mbang : a. bahwa dal am rangka tersel enggaranya^ upay;' I'e l .:1,';.;,.-,r, ,--, r'

mi num da'lam wi 'l ayah Kabupaten Daerah 111-rg|:at I I Gar.'.:,' .

Pemerintah Daerah telah membentuk Perusahaan laerah Ai r-

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garui yang ditetapkari
dengan Pera'.uran Daerah Nomoi' 'lB Tahun 1976 yo. Feraturan
Daerah Kabupaten Daer^ah T'ingkat II Garut Nomor 6 Tahun
1 989;

b. bahwa agar Perusahaan Daerah A'ir Minum tersebut butir a,
dapat melaksanakan tugas berdasarkan prir,sip - Q.ir^,:i'.;
ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya guria dan berhasiI
guna bagi pernbangunan daerah, perlu nengatur Badan
Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah A'ir
Minum sesua.i clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonicr
690-1 572 Tahun 'l 985, yang di tetapkan dengan Peratut-an
Daerah.

Meng'ingat : 'l . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - p:l,ok
" Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang hl,omor 14 Tahun '195O tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
P'tr rri;

I



3. Undang-undang t'krmor
Daerah;

5 Tahun 1 962 t en t attg []e rtlsahtrarr-t

pokok
f

i
i
{

4. Undang-undang t'lornor B Tahun 1974 tent3ng Pokol'

KepeEawai an;

5. Peraturan Pemerintah Nbmor 15 Tahuri 1985 tentang Pcr-
ubahan Peraturan Pemerintah Nonror 7 lahutr 1977 tetltatrg
Peraturan Gaji.. Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan pemeri ntah Nonror 1 4 Tahun i v87 terlta.rtE Perlya-

rahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Peket-jaan Umum

kepada Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri l.lomor 1 Tahun 1984

tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Pei usahaan

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

B. Peraturan Menteri Da'lam Negeri Nomor 690-1572 Tahun '1985

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ai r M'inum;

9. Keputusan Menteri Da'lam Negeri l"lomor 536-666 Tahun 1981

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pember-
hentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan
Daerah;

10. Peraturar, Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Mocngr
.lB Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air
M.inum Kabupaterr Daerah T'ingkat II Garut yo. Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut lrlcmor 6 Tahun
.1989;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut l'lomor

7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan
Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAEMH IGBUPATEN DAEMH TII'GKAT I I GARTJT TENTANG

BADAN PENIGAWAS, DIREKSI DAN KEPEC'AWAIAN PERUSAIIAAN DAEMH

AIR MIMJM }GBUPATEN DAERAH TITI3I(AT II GARUT.

I

It

Menetapkan :
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BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : .

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Garut;

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat;

d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut;

e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaarr Daerah A'ir Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Garut;

f . Badan Pengawas adal ah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ai r l''li nurn

Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;

g. Di reksi adal ah D'i reks'i Perusahaan Daerah Ai r Mi num Kabupaten Daerah
Tingkat II Garut;

h. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Garut;

'i . Pegawai adalah Pegawai yang bekerja da1am l ingk.rngan Perusah:an
Daerah Air Minum dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku bagi
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah T'ingkat II Garut;

j . Penghasi 1 an adal ah gaj i pokok pegawai di tambah tunj angan-turrj angan
dan penghasi I an 1 ai nnya;

k. Istri,/Suami adalah Istri/Suami pegawai berdasarkan pet'kawinan yang
sah menurut hukum yang berlaku;

{
a

i
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l. Anak adalah anak kandung pegawai yang
anak tiri dan anak angkat yang sah,
undangan yang berlaku, berumur kurang
penghasi lan sendi ri , belum pernah
sepenurhnya dari pegawa'i .

lahir dari perkawinan yang -sah,

menurut Peraturan perundang-
dari 18 tahun, belum mempunYai
kawin dan menj adi tanggungan
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BADAN PEI.IGAWAS

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

(1 ) Pada Perusahaan Daerah d'ibentuk Badan Pengawas yang bet'tanggung
jawab kepada Bupati KePala Daerah;

(2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan t-erhadap
pengelo'laan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan Daerah;

(3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati Kepala
Daerah selaku Ketua Badan Pengawas dapat menunjuk unstlr penunjang
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Ketua
Badan Pengawas.

Pasal

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan yang ber'laku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankat]
keputusan-keputusan serta petunjuk-peturrjuk dari Bupati Kepir'la Daeralt.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

('l ) Badan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang
susunannya terd'iri dari :

a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris rn=rangkap Anggota;

c. Kepala Bagian Pemerintahan umum sebagai Anggota;

d. Kepala D'inas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;

e. Kepala D'inas Kesehatan sebagai Anggota
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i2) Apabr lit darlarn Dinas Pekerjaan Umum ticlak ter-daprai tL:rr;rga AirlI Tehnil'
Penyehatarr, maka unsur Pekerjaan umum digantr oleh unsur Pekerjaan
Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Barat di Wi'layah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhent i an

5Pasal

(l) Anggota Badan Pengavras diangkat dan diberhentikan oleh Bupat'i Kepala
Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari G-rbernur Kepala
Daerah;

(Z) t"tasa Jabatan Anggota Badan Pengawas selama-larnanya 3 (tiga) tahun;

(3) Setelah selesai masa jabatarrnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (?)
Pasal ini Anggota Badan Pengawas dapat diangkat kembali;

Pasal

(1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara A.nggota Badan
Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sarnpa'i
dera j at ket i ga, ba'ik menurut gari s I uruts maupun gari s kesanpi ng
termasuk menarrtu dan ipar;

(2) J'ika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hi,,ibungan keluarga yang
terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin
tertulis dari Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pert'imDangan
dari Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Penghasi 1 an

Pasal 7

(1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan
uang jasa yang diatur oleh Bupati Kepa'la. Daerah yang dibebankan
kepada Anggaran Perusahaan Daerah;

(2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
adalah :

I

t-
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a. Ketua merangkap Anggota, setinggi-tinggirrya :.,:[tesat t:mpat pu1Llh
perseratus dari Saji Direktur Utama;

b. Sekretaris merangkap Anggota, setinggi lii'rgirtrya si:bt:sAr t iga
pu 1 r-rh pe rseratus dar i Sa j i Di rektu r Ut ama ;

c. Anggota, setinggi-tingginya delapan pultth i--'::rseratrrs dari (.rarrg

jasa Ketua merangkap Anggota.

Bagian Kel ima

Uraian Tugas

Pasal B

(1) Di dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas membantu Bupati Kepala
Daerah dalam hal :

.a. Merumuskan kebi jaksanaan ,Ci bidang pengelol aan Perusahaan
Dae rah

b. Melaksanakan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan
Daerah;

c, Menggunakan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan
Daerah;

d. Membantu dan mendorong Usaha Pembinaan dan Pengembangan
Perusahaan Daerah, berupa :

1 . l.lember.ikan pertimbangan dan saran kepada Bupat i Kepal a
Daeralr untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah;

?. Member.ikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan
Bupati Kepala Daerah kepada Direksi;

3. Menel'iti Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah dan menyiapkan
persetujuannya dari Bupati Kepala Daerah tiga bulan sebelum
tahun buku mul ai berl aku; '

4. Mcnaliti Neraca Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku dan
menyarankan saran t'indak .

(2) Badan Pengawas berkewaj iban untuk menel i ti dan meni lai hasi I
pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada
Bupati Kepala Daerah pada saat enam bulan sebelum masa jabatan
D'ireksi berakhi r;

(3) Hasil penilajan pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) Pasal 'ini disampaikan Bupati Kepala Daerah
!.:i:;:.:;):. G rl--,rtl.t'tt r Kr:pa.1r Daeraf-r .



Bagi an

Tata

Pasal

Keenam

Kerj a

I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d'i sebutkan dalanr [)a:,.1 1 ij i'ur.i -:ir',1ii
Daerah in'i = 

,.

a. Ba.dan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapa1 secara ber-!ala
6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksarraarr tugas
D'ireksi ;

b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinas'i baik dalam
lingkungar, Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan
Di reksi ;

c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan
kebijaksanaan yang d'itetapkan o'leh Bupati K.epala Daerah, maka hal
tersebut hanrs diajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat
keputusan.

B A B III

DIREKSI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 1O

(t ) perusahaan Daerah d'ipimpin oleh suatu Di reksi i'ang jum]ahnya
maksimum 3 ( t iSa) orang yang terdi ri dari Di rektur Utama darr
Di rektu r^ ;

(2) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah
Di reks'i bertugas :

a. Memimpin sernua kegiatan Perusahaan Daerah;

b. Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan Daerah;

c. Mengurus dan mengelola Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah;

d. Mel aksanakan kegi atan tekni k dan peme'l 'iharaan;

e . \'j',.r-,'. ,. i ri.gq,,1 r'al.a1 Aclm i l'i : t ri..-. i lhrLr,n.



g.

Mewaki I i Perusahaan
Pengadi 1 an;

Menyampaikan laporan
perhi tungan I aba,/rugi

_B

Daerah bai k didalam

berkala mengenai seluruh
Perusahaan Daerah.

Bagi ar-i Kedua

maupLlrr di luar

keg i atan termasuk

bersi fat

Pengangkatan dan

Pasal

Pemberhenti an .

11

(l) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah
mendapat p", timbangan dari Badan Pengawas untuk masa jabatan 4

( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali sete1ah masa jabatan
berakhir dan terlebih dahu'lu ada persetujuan prinsip dari Gubernur
Kepa'la Dae.rah;

(2) Direksi adalah unsur P'impinan Perusahaan Daerah yang di dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah,

tidak termasuk Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkatr ketentuan-
ketentuan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah;

(3) pengangkatan dan pemberhent'ian Anggota Di reksi dapat
seluruhnYa atau sebagian-

Bagian Ketiga

Penghasi 1 an

Pasal 12

Di reksi Peru.sahaan Daerah menerima :

a. Gaj .i :

- Direktur Utama, menerima gaji sesuai dengan kemampuan Perusahaan
Daerah(maksimum2*kaligajipegawaiyangtertinggidalam
Perusahaan Daerah );

- Direktur, menerjma 90

b. Jasa Produksi;
c. Tunjangan Kesehatan;
d. Perumahan.

% dari besarnya gaj i Di rektur Utama;

Yang disesuaikan dengan kemampuan
kepada ketentuan Peraturan Yang
Daerah.

Perusahaan Daerah dan berdasarkan
ber'laku bagi Pegawai Perusahaan
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Pasal 13

Penentuan Uang Jasa bagi Badan Pengawas, gaji Direksi serta gaji seluruh
Pegawai Perusahaan Daerah minimal 'lO % dan maksimal 30 % dari seluruit
real i sas'i Anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Mggaran yang
berl aku .

Bagian Keempat

Pasal 14

Dana Representasi disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-
banyaknya'75 % dari jumlah gaji Direksi dalam 1 ( satu ) tahun yang
penggunaannya diatur o]eh Direksi .

Bagian Kel ima

Pesangon

Pasa'l 15

(1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang peraturannya ditetapkan
oleh Buoati Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut :

;. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama
berakhi r mendapat pesangon tiga puluh perseratus cjari Saj i
bersih dari tahun terakhir;

b. Bi'la diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua
berakhir mendapat pesangon 'lima puluh perseratus dari gajj
bersih dari tahun terakhir;

c. Bila diberhentikan dengan irormat karena masa jabatan ketiga dan
seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh pu'luh I ima
perseratus dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir;

d. Bila Anggota Direksi diberhent'ikan dengan hormat setelah
berakhirnya masa jabatan kedua dan atau ket'iga dan seterusnya
mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan
atas dasar masa jabatan sebelumnya.

(2) Anggota Di reksi t'idak berhak atas pesapgon apabi I a d'iberhent i kan
tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri;

(3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi Anggota
Direks'i yang diangkat dari pegawai'negeri atau pegawai daerah;



la)

i"f ) Bitg I liIr:1.r-, j ),a]fcl iirarnql.at cJ;ir-'j ll ,ir')/awan FLrrL.iiahaatl Daerah barhak
0tcftol ir r.i 1rt:si-ingon sebaga l mana tr:t-catt tum pada ayat ( 1 ) Pasal i nr atal-t

rnemr I itr lnor't j adi karyawan kembal i dengan di ber I pangkat sama dengat-t

papgkat ;'legawai Vang tertipggi tJi Perusahaan flaer-ah yan--:

b(.r t's';rl lg l<u t ar t .

Bagiart Ki,')lr;lil',

Cuti .''

Pasa i 1 (r

(1) Djreksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku
bagi Pegawai Perusahaan Daerah;

(2) pe j abat ya!1g ber-webnang memberi cut i adal ah Supat'i Kepal a Daerah
atau pe j abat yarrg rJi tun j uk ol eh Bupat i Kepal a Daerah;

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagi an Pertama

Pengadaan Pegawai

Pasal 11

Yang berwenang menerirlr:., metlgangkat, mena'ikkan pangkat, menetapkan Saj i
berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawa'i adalah
Di rcl<si .

Pasal 1 8

pengadaan pegawai di I akukan hanya r-rrtuk nrengi s i f ormasi yang telah
di tetapkan.

Pasal 1 9

Seti ap \{ar-ga Negara Indones.i a ydng nlementlh I syarat-syarat yang

r1 j tentukan dal am Peraturan Daer-ah in i merTlpunya r l.es.empiltatr )'ang sama

L.trttL.tf.t rrr:lamar- rlari ijjanql:at inr:pl;rr1i Pl:cl;trvai l.rerrtr rj:-.-l:rlrr Perusahilan Dae:ratr'
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Pasal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi

a. Warga Negara Incionesia;

20

ol eh set i ap pel amat- acia l ah

b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahur, darr set irrggi-
tingginya 35 ( tiga puluh lima ) tahun;

c. Tidak pernah d.ihukum penjara atau kurungan berdasarkan I'leputusan
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena
me'lakukan sesuatr-r t'indak pidana kejahatan atau t inrjak. pidarra
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;

d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

e. Tidak pernah d.iberhentikan tidar dengan hormat sebaga'i pegawai suatu
'instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi Swasta;

f. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri;

g- Mempunya'i pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperiukan;

h. Berkelakukan baik;

j. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh dokter yanE ditunjuk oleh
Perusahaan Daerah.

Pasal . 21

Pengadaan Pegawa'i Perusahaan Daerah di umumkan se'l uas-l r-;asn!'a cl eh
Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;

Dalam pengumumail yang dimaksud da]am ayat (1) dicantumkan antara
'lain:

a. Jumlah dan jenis lowongan;
b. Syarat-syarat yang harus d'i penuhi ol eh set i ap pe 1 a,-nar ;

c. Alamat tempat lamaran diajukan;
d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 22

Setiap pelamar haruc mengajukan surat'lamaran yang ditulis dengan
tulisah tangan send'iri kepada Perusahaan Daerah dengan disertai :

a. Daftar Riwayat Hidup;
b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperlukan;
c. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib;

(1)

(2)
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d. Surai keterangan hesehatan dari dokter yang ditunjuk,

e- Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan keputusan pengadi I an yang sudah meilrpunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana
ke j ahatan atau t i ndak pi ciana ke j ahatan yang ada huhringannya Ccrrgai'r
j abatannya;

f. Surat pernyataan pe)amar, bahrva i a tidak pernah terl i bat dal am

gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah;

Surat pernyataan pelarnar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi , bai k Instan-ci
Pemerintah maupun Instansi Swasta;

Surat pernyataan pelarnar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai
Negeri atau Ca'lon Pegawai;

i. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;

j. Safinan sah keputusan atau keterangan'ientang pengalaman bekerja bagi
pelamar yang telah rnempunyai pengalaman bekerja;

k. Surat keterangan .lainnya yang diminta dalam pengumuman.

Pasa'l 23

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembal ikan kepacia yar\g
bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasa'l 24

(1 ) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggi I untuk
meng'ikuti uj ian;

Uj'ian d'iselenggarakan oleh suatu Pan'itia yang cjibentuk oleh Direksi;

Ujian me'liputi :

a. Pengetahuan Umum;
b. Pengetahuan Teknis;
c. Kepribadian apabiIa dipandang per1u.

Pasal 25

Pelamar yang diterima, diangkat o1eh Direksi menjadi Pegawai dengan masa
percobaan dan dipekerjakan serta dr'gaj i berdasarkan peraturan yang
berl aku.

g.

h.

(2)

(3)
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Pasal 26

(1) Pegawai yang telah menja'lankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3
(t'iga) bulan pal ing lama 6 (enam) bulan, diangkat ,-rleh D jt eks'i
men j adi Pegawa'i Penuh Perusahaan Daerah dal anr pa:rgl<at iertentu
menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :

a. Telah menunjukan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasi'la,
Undang-undang Dasar 1 945, Negara lan Pgmer- i rrtah;

b. Tel ah menun j ukan si kap dan budi pekert i yar-rg 
'Or, 

,. 
'

c. Telah menunjukan kecakapan da]am me]akukan tugas;

d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk
di angkat men j ad'i pegawai .

(2) Syarat-syarat yang dimaksud dalarn ayat (1 ) huruf a, b dan c
dinyatakan secara tertu'l i s ol eh atasan yang bersangkutan yang
berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat
yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam surat keteratrgarr yarlg
dikeluarkan oleh dokter dan ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

Pegawai yang
syarat-syarat
pegawai tanpa

Pasal

telah menjalankan
sebagaimana diatur
gant.i rug i apapun .

27

masa percobaan
dalam Pasal 26,

tetapi t'idak memenuh.i
di berhent i kan sebaga'i

Pasal

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaarr Daerah, Direksi dapat
mengangkat pegawai honorer yang jum'lahnya akan diatur dalam peraturan
Di reksi .

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 29

Nama dan susunan pangkat pegawai Perusahaan Daerah dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi adalah sebaga'imana tersebut dalam lampiran
I Peraturan Daerah in'i .
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(1)

(2)

Pasa l

Pegawai diangkat da1am pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasa'l 29 Peraturan Daerah ini;

Perrgangkaian dalarn pangkat sebagaimana Cimaksud da)am ayat (1 ) Pasal
'ini dilakukan berdasarkan peraturan yang diatur olch Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasi Ian Pegawai

Paragraf 1

Gaj'i Pokok

Pasal 31

Kepada pegawai yang diangl<at dalam suatu pangkat- menurut )ampiran I
Peraturan Daerah ini diberikan gaj'i pokok menurut golongan/ruang Saji
yang telah ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal

Kepada seorang
pokck sebesar
dimaksud dalam

yang d'ianglcat men j adi Pegawai
delapan puluh persei atus dari
Pasal 31 .

Percobaarr, diberi Eaj i
Saj i pokok :;ebagaimana

Pasal

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang
termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang'lebih tinggi daripada
golongan/ruang gaji menurut pangkat 1ama, diberikan gaji pokok dan rrasa
kerja golongan/ruang Saj'i baru yang segaris dengan Saji pokok dan masa
kerja dalam pangkat lama rnenurut lampiran II Peraturan Daerah ini-

Pasal 34

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat
termasuk golongan/ruang gaji baru yang lebih 'rendah dari golongan/ruang
gaj i menurut pangkat I ama dibei i kan gaj i pokok dan masa kerj a
gplongan/dalam golcngan ruang gaji baru yang akan diperolehnya apabila
yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru itu-
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Pasal 35

(1 ) Kepada pegawai diberikan kenaikan gajj berkala apabi )a dipenuhi
syarat-syarat :

a. Menurut Daf tar Peni I a'ian Pe'l aksanaan Peker j aan bagi yang
bersangkutan telah menunjukan kemampuan keria, kejujuran,
kepatuhan bagi yang bersangkutan telah meriuju'r:an kemampuan kerja
dan kepemimpinan (bagi staf dan pemimpin cabang derrgan baik).

b. Telah mencapai masa kerja go'longan yang 'di tentukan untuk
kenai kan ga j i ber'laka.

(2) Apab'ila yang bersangkutan belurn memenuhi syarat tersebut pada ayat
(1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkalaitu ditunda pafing
lama untuk 1 (satu) tahun, dan apabila sehabis waktu penundaan
tersebut yang bersangkutan belum juga memenuh'i syarat-syarat maka
kenai l<an gaj i berkal a 'i tu di tunda I agi ti ap-ti ap ka1 i pal i ng I ama

untuk 1 (satu) tahun.

Pasal

Kepada pegawai yang menurut daftar peni laian pelaksanaan pekerjaatr
menunjukan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik
sehingga patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan kenaikan Saji
istimewa dengan memajul<an saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-
saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya
pada saat pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2

Tunj angan-tunj angan

Pasal 37

Di sampi ng Saj i pokok Pegawai j uga dapat djbeli kan tunj angan-tunj angan
sebagai berikut :

Tunjangan Istrir/Suami dan Anak.
Tunjangan Pengobatan.
Tunjangan Perumahan,/Pengganti Sewa Rumah.
Tunjangan Sandang Pangan.
Tunjangan Perusahaan.
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Pelaksana.
Tunjangan Keahlian.
Tunj angan Representasi .

Tunj angan-tunj angan lain yang di tetapkan ol eh Di reksi .
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(2)
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Paragraf 3

Masa Kerja

Pasal 38

Masa ker j a pegawai termasuk masa sebe'lumnya men j adi pega,,vai
Perusahaan Daerah dapat diperitungkan dengan,' Surat Keputusarr
Di reks'i .

D.i reksi dapat memberi kan masa ker j a tambahan bag'i pegarvai yang
berhas'il men'ingkatkan pendidikannya berdasarkan Peraturan Di reksi .

Pasal 39

Da1 am rangka pengangkatan pegawai honorer, Di reks'i mengatur ketentuan
honornya dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat

Pengangkatan dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Pengangkatan da1am Parrgkat

Pasal 40

Setiap Pegawai diangkat dalam Pangkat tertentu berdasarkan peraturan'
yang ber)aku.

Pasa'l 41

(1 ) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama
ada'lah :

a. Pegawai Dasar Muda @]ongan Ruang A,/1 bagi mereka yang meiiki

U.

STTB Sekolah Dasar.

Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan Ruang A/2 bagi mereka yang
sekurang-kurangnya memi 'l i ki STTB Sekol ah Menengah Umum T'ingkat
Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan T'ingkat Pertama 3 tahun.

Pelaksana Muda Golongan ruang B,/1 bagi mereka yang sekurang-
kurangnya memi I i ki STTB Sekol ah urnum Ti ngkat Atas, Sekol ah
Kejuruan Tingkat Atas lllcn Guru 3 tahun.

b.
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d. Pelaksana Muda Tingkat I Ciolongan Ruang B/2 bagi mt:reka y;)rl:l
sekur-arrg-kurangnya memi l'iki I jasah Sarjana Murja, ) lasah
Akademr,I jasah Bakaloriat, I jasah Diploma I T I Sel'rolatr
Politeknik-

e. Staf Mucja Golongan Ruang C/1, bagi mereka yang mcmi I il. i I:a:ah
Serjana, Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Ijasah Pasr;a Sirrjat.ta,
jasah Spesial'is 1.

(2) Disamping syarat-syarat pendid'ikan sebaga'imana dipa[<surl ayat ( 1)
harus pula d'ipenuhi syarat-syarat la'in yang di it:ntr.tkar, dalam
Peraturar, Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kenai kan Pangkat

Pasal 42

Kenaikan Pangkat Pegawai Perusahaan Daerah d'itetapkan paCa ianEgal i

April dan 1 Oktober tiap tahun.

Pasal

K.enaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas oengabdian yang
bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal ++

(1) Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikatr
kepada Pegawai , )/a'lg memenuhi syarat-syarat yang Ci tentukan tanpa
memperhat'ikan jabatan yang dipangkunya.

(2) Kenaikan Pangkat Reguier bagi Pegawai Perusahaan Daerah menriliki :

a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda
Golongan Ruang B/1.

b. STTB Seko'lah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat
Pertama 3 tahun adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana C,olongan
Ruang B/3.

c. STTB Sekolah Menengah Umum

Tingkat Atas l'.lon Guru 3 Tahun,
Muda Golongan Ruang C,/1 .

43

Tingkat Atas, Sekol ah Kej uruan
adalah sampai dengan Pangkat Staf
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Ijasah Sarjana Muda, Akadem'i atau Ijasah Diploma III Politeknjk
adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Go'longan C/2.

Ijasah Sarjana, Ijasah dokter, Ijasah Apnteker, adalah sampai
dengan Pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 45

Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setiap kal.i setingxat lebih
t'inggi apabila pegawai yang bersangkutan :

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimi)ikinya dan setiap unsur
penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimi'ljkinya dan setiap unsur
peni laian pe'laksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya berni lai cukup.

Pasal 46

('l ) Kerrai kan Pangkat P'i I i han adal ah Kenai kan Pangkat yang di beri kan
kepada pegawai yang memangku jabatan struktura'l tertentu dan yang
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Kenaikan Pangkat Pil ihan diberikan da1am batas-batas jenjang pangkat
yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 47

Pegawai sebagaimana dimaksuci dalam Pasa'l 45 dapat dinaikan E,angkatnya
setiap l<al i setingkat lebih tinggi apabi la :

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur
penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya berni'lai baik
da'lam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Te'lah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian
pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernila'i baik, dengan ketentuan tidak
adan unsur pen'ilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 48

(1 ) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4t! tetapi
pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk
jabatan itu,dapat dinaikan pangkatnya setiap kal i lebih tinggi
apabila:

d.

e.



19

a. Sekurang-kurangnya terah z (dua) tahun daram pangkat yang
dim'il ikinya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun nrernangkJ jabatanyang bersangkutan dan setiap unsur peni Iaian pelaksanaanpekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik rtalam 2 (dua) tahunterakhi r.

b' Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun da]am pangkat yangdimil ikinya, sekurang_kurangnya 1-(satu) tahun,orungl i jabatanyang bersangkutan dalam penilaian pelaksanaan,-ppkeijaan rata_rata bernitai*baik dalam 2 (r.lua) tahun terakhii O",,S"n-[etentuantidak ada unsur penila'ian pelaksanaan pekerjaan vlng u*.niraikurang.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (.t) dapat dilakukansebanyak-banyaknya 3 (tiSa) ka.li se.lama menjadi pegawai perusahaan
Daerah.

Pasal 49

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukanprestasi luar biasa,

Pasal

I
a

I
.?

t
a

I
:

I

Pegawai yang menunjukan prestasi luar biasa, dapat diberikan kena-ik..npangkatnya setingkat lebih tinggi apabi.la :

a' Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerusselama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata ;;;i";;teladan bagi 'lingkungannya yang dinyati[an dengan Surat KeputusanDi reksi .

b. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dirnilikinya.
c' Setiap unsur. peni laiari pelaksanaan pekerjaan bern-ilai amat baikse'lama Z (dua) tahun terakhir.

d. Mas'ih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi pejabat yangdipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagfan Kelima

Peni'laian Pe'laksanaan pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatart

Paragraf 'l

Pen i I a r'an Pe I aksanaan peke 
r,- j aan
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Pasa l 51

Ter-hadap setiap pegalai d'ilakukan peni laian pelaksanaan peker-jaan sekal i
setahun olelr pejabat penilai.

Pasal 52

(1 ) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam
daf tar L)en i I ai an pel aksanaan peker j aair.

(2) Dalam daf tar- peni laian pelaksanaan pekerjaan r-rnslrr-unsur yang
dinilai adalah :

a. Keset'iaan
b. Prestasi
c. Tanggung jawab
d. Ketaatan
e. Kejujuran
f. Kerjasama
g. Prakarsa
h. Kepemimpinan.

(3) Yang dimaksud dengan :

C.

Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang
pegawai dal an me'l al<sanakan iugas yarg d i bebankan kepaciar rya .

Tanggung jalab adalah kesanggupan seorang pegawai merryelesa'ikan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang
berl aku dan menaat i perintah ked'inasan.

e. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam
melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan
wewenang yang d i ber- i ka-n kepadanya.

f . Kerjasama ada'lah kernamouan seorang pegawai untuk bekerjasarna
dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang
d'i tentukan .

g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambi 1

keputusan, langkah-langkah atau meiaksanakan suatu tindakan yang
di perl ukan dal am mel aksanakan tugas pokok tanpa menunggu
perintah atasan-

a.

b.

d.
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h. Kepem'impi nan adal ah kemampuan seorang pegawai untuk meyak'ittkan

orang Iain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk
me1aksanakan tugas Pokok.

(4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hur-tlf lr hanya

dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Mucja Cn'longan B/'! ke

atas yang memangku suatu jabatan.

Pasa'l 53

Nil'aj pelaksanaan Pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berjkut :

a. Amat baik = 91 - 100
b.Baik =76- 90
c.Cukup =65- 75
d.sedang =51 - 60
e.Kurang =50kebawah'

Daftar Peni'laian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia'

Pasa'l 54

(1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai'

(2) pejabat Penrlai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan
terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya.

(3) penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
di lakukan pada t'iap-tiap akhi r tahun.

Pasa'l 55

(1 ) Daftar Pen'i laian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan olah pejabat
penilai pegawai Yang dinilai.

(2) Apabi la pegawai yang dinilaj berkeberatan atas ni lai dalam Daftar
penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan
disertai dengan alasan-a'lasannya kepada atasan pejabat peni 1ai
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 56

(1 ) pejabat Penilai menyampaikan Daftar Peni.laian Pelaksanaan Pekerjaan
1..:.lla; ,L, l;1 .:;1;-, p,:,i.-, I .' I ir';.ti: i,l .:i tii:n,ra[] i.r', lili: iil..Lf. :.,1,a.::-t ' f,, r'I L li .
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a. Apabi 1a tidak ada keberatan iiari y.lrrg ,'iirrr la j , L)af t;rr'
peni laian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dr sampaikan tanpa
catatan -

b. Apabi l a ada keberatan dari pegawai yalg d i rli l ai , Daf tar
peni I ai an Pel aksanaan Peker j aan di sampai kar: Cengan catatan
tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan

ol eh Pegawa'i -

( 2 ) Atasan Pe j abat Pen j I ai memerri ksa dengan seksama .Daf tar Pen'i I ai an

Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.

(3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai
dapat mengadakan perubahan nilai yang tercatum dalam Daftar

- 
peni'laian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana d'imaksud dalam ayat (").

(4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada
pengesahan dari atasan Pejabat Penir'ai.

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 57

Daftar Urut Kepangkatan d'ibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

Pasal 58

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah sat-u bahatr pertimbangan
obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Pasal 59

Apabi 1a ada lo,vongan, maka pegawai yang menduduki Daf tar Urut
Kepangkatan yang'lebih tinggi waiib dipertimbangkan lebih dulu.

Pasal 60

Urutan yang digunakan utnuk menetapkan no{Tor urut dalam Daftar Urut
, Kepangkatan, secara berturut-turut ada'lah :

t. a. Pangkat
i b. Jabatan
I c. Masa Kerja

d. Latihan Jabatan
e . Pend i d'i kan dan
f tJs'ia.
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Pasal 61

Daftar Urut Kepangkatan bersifat terbuka dan diumunrkan oleh cjan menurut
cara yang ditentukan.

Pasal 62

('l ) Pegawa'i yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Ui-ut Keangkatan tidaktepat, dapat mengajukan keberatan secara ter^tul i s XepiOa Di reksi
atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Da]am Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) harus
dimuat a]asan-a'lasan berkeberatan i tu.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal p"ngurrma., DaftarUrut Kepangkatan.

Bag'ian Keenam

Cuti
Pasal 63

Pejabat yang berwenang memberikan cuti ada.lah Direksi atau pejabat yang
d'itun j uk.

Pasal 64

Cuti terdiri ciari :

a. Cuti Tahunan
b. Cuti Besar
c. Cuti Sakit
d. Cuti Bersal in, dan
e. Cuti karena alasan penting.

Pasal 65

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secaraterus menerus berhak atas cuti tahunan.

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3) cuti tahunan .tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang

kurang dari 3 (tiga) hari kerja.



(4) Untuk mendapat cut'i tahunan pegawai yang bersangkutan merrgajul-rrr
permi ntaan secara tertul i s kepada Di reks i atau Pe; abat yartg
di tunj uk.

(5 ) Cut i tahunan di beri kan secara tertul'i s cl eh Di reksi atau Pej abat
yang di tunjuk.

Pasal 66

(1) Pegawa'i yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enain) tahun secara
terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(2) Pegawai 'yang menja'lani Cuti Besar, tidak berhak lagi atas cuii
tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

(3) Untuk mendaftarkan cuti besar, pegawa'i yang bersakutan mengajukan
permintaan secara tertul is kepada Di reksi atau pejabat yang
di tunj uk .

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang
di tunj uk.

Pasal 67

Setiap pegawai yang menderita sak'it ber^hak atas cuti Sakit.

Pasal 68

(1 ) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas
cuti Sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada
atasannya.

(2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sanrpai dengan 14 (empat
belas) hari berhak atas cuti sakjt, dengan ketentuan bahwa pegawai
yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Di reksi atau Pej abat yang di tunj uk dengan me1 ampi rkan Surat
Keterangan Dokter.

(3) Pegawai yang menderita sakit 'lebih dari 14 (empat belas) hari berhak
atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertu'l i s kepada Di reks i ataur
Pejabat yang ditunjuk o1eh Perusahaan Dherah.

(+) Cutj sakit sebagaimana dimaksud ayat (3)
.. 1ri -l l,:ir-, 1 I-:,1 r\ iafilr-.

i!:

l
.:

di beri kan untuk waktu
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(5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam ;angka waktu
sebagaimana dimaksud dalam.ayat (4) harus diuji kembali kesehatannya
o'leh Dokter yang d'itunjuk oleh Perusahaan Daerah-

(6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud
ayat (5) pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari pen;'a!.:iinya,
ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan
mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 69

(1) Pegawai fVanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cut'i sakit
untuk pal'ing lama 1 1/2 (satu setengah) bu'lan.

(2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) yanE

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi
atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan
Dokter atau Bidan.

Pasa'l 70

Pegawai y{lg mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti
sampai sembuh dari penyakitnya.

Pasal 71

Se1ama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 se;rtpai
dengan 70, pegawai yang bersangkutan menerima penghasi rarr penuir.

Pasal 72

O.tti sakit sebagaimana dimaksud da'lam Pasal 67 sampai dengan 70, kecuali
yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diber'ikan secara tertul is oleh
Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 73

(1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga, pegawai wanita
berhak atas cuti Bersalin.

(2) Waktu persal inan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wani ta
diberikan cuti di'luar tanggungan Perusahaan Daerah

(3) Lamanya cuti Bersaljn tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 'l

(satu) bulan sebe'lum dan 2 (dua) bulan sesudah persaljnan.
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Pasal 14

(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yang bersangkutan
mengajukan permintaan secara tertu'lis kepada Di reksi atau Pr-';abrrt
yang di tunjuk.

(2) Cuti bersal'in d'iberikan secara tertu'lis oleh Di rel':si atau ir'e jabat
yang di tunjuk.

Pasal 75

Se1ama men j a1 ankan cut'i bersal i n pegawa'i wan i ta yang hersangkutan
menerima penghas'i 'lan penuh.

Pasa'l 76

Yang dimaksud dengan Cuti Karena 41asan Penting adalah cuti karena:

a. Ibu, Bapak, lstri/Suam'i, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit
atau karena menjnggal dunia.

b. Melangsungkan perkawinan yang pertama.

c. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudid.rr oleh Di rel<si.

Pasal 77

(l) Pegawai berhak atas cut-i karena alasan penting.

(2) Lamanya Cuti Karena Alasan Penting ditentukan olsh Direks: atau
Pe j abat yang d'i tLr:i j uk memberi kan cut i untuk pa1 i ng 'l ama 2 ( dua )
bul ar,

Pasa'l 78

( 1 ) Untuk mendapatkan Cuti Karena Al asarr Penti ng, pegawar )'ang
bersangkutan 

- mengajukan permintaan secara tertul is dengan
menyebutkan alasan-alasan kepada D.ireksi atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Cuti Karena Alasan Penting diberikan secara tertulis oleh Direksi
atau Pejabat yang ditunjuk.

' Pasal 79

Se]ama menjalankan Cvti Karena Alasan Penting, pegawai yang bersartgkutan
menerima.-penghasi 1 an penuh,
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Bagr an Ketuj uh

Disipl in Pegawai

Paragraf 1

Kewajiban dan larangan

Pasal BO

Setiap Pegawai Wajib :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah.

b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan perusahaan Daerah diatas kepentingan golongan atau diri sendiri.

c. Menjungjung tinggi kehormatan atau martabat perusahaan Daerah.

d- Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia jabatan dengan
sebai k-bai knya.

e. Mel akukan tugas kedi nasan dengan seba'i k-bai knya dan dengan per1uh
pengabd'ian, kesadaran dan tanggungjawab.

f - Bekerja dengan jujtrr, tertib, cermat dan ber-semar,ga t untuk
l<epentingan Perusahaan Daerah.

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama perusahaan Daerah.

Menciptakan dan meme'lihara suasana kerja yang baik.

Menggunakan dan memelihara barang-barang milik pertrsahaan Daerah
sebai k-bai knya.

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut
bidangnya masi ng-masi ng.

Bertindak dan bersikap tegas tetapi adi I dan bi jaksana terhadap
bawahannya.

Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.

Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya.

g.

h.

't.

1.

m.

k,

).

:

:
:

{

n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
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Pasa I

Setiap Pegawai dilarang :

a. Menya'lahgunakan wewenangnya.

b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau ticjak Iangsurrg
merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara.

c. Menyalahgunak-an barang-barang atau uang atau surat-surat berharga
mi I ik Perusahaan Daer.rh.

d. Memi I iki, menjual , membel i, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan
barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah.

e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang'lain di da'lam maupun di'luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan perusahaan Daerah.

f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapunyang' diketahui atau patut capat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
pegawai yang bersangkutan.

g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.

h. Me]akukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik
Perusahaan Daerah atau Negara.

i. Menghalangi berjalai-rya tugas kedinasan.

j. Bertindak se1aku perantara bagi sesuatu pengusaha ataii golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan Daerah.

k. Memi'liki saham/ncda1 dalam perusahaan Daerah.

'1. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, goiongan atau pihak'lain.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin

Pasal 82

setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal Bo dan pasal g1 adalj pe]anggaran
disiplin.

B1
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Pasal 83

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana,
pegawai yang me1akukan pelanggaran disipl in di jatuhkan hukuman disipl'in
oleh direksi.

( 1 ) Ti ngkat hukr-rman di si pl i n terdi ri dar i :

a. Hukuman disiplin ringan
b..,-Hukuman disiplin sedang, dan
c. Hukuman ciisipl-in berat

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri da-ri :

a. Tegoran lisan
b. Tegoran tertu'lis dan
c. Pernyataan ti'dak puas secara tertu'lis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari

a. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling'lama 1 (satu) tahun

b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk
paling 'lama 1 (satu) tahun, dan

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disip'lin berat terdiri dari :

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat iebih renrlah untuk
paling lama 1 (satu) iahun.

b. Pembebasan dari jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan senrjiri
sebagai pegawai, ddn

d. Pemberhentian dengan tidak lprmat sebagai pegawai.

Bqgian Kedelapan

Pemberhent i an Sementara

Pasa'l 84

(1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga tetah
melakukan suatu kejahatan,/pelanggaran iabatan dan berhubung dengan
itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara dari
j abatannya.
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(2) Ketentuan menurut ayat (1 ) dapat diperlakukan terhadap seorang
pegawai yang oleh pihak berwajib d'ikenakan tahanan sementara karena
didahrla te]ah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak
menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang d'ilakukan itu
berakibat hilangnTa penghargaan, dan kepercayaan atas diri pegawai

yang bersangkutan, atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu-

Pasal 85

Seorang pegawai harus di beri,enti kan j i ka i a terbul<t i mel akukan
penyelewengan terhadap idiologi dan ha1uan negara atau ia terbukti
dengan sadar dan/atau sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentitrgan
dan keselamatan Bangsa dan Negara.

Pasal 86

(1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara
menurut Pasa'l 84 aYat ( 1 ) :

a. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang
dilakukannya pe'langgaran yang didakwakan atas dirinya mu'lai
bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji tujuh
puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.

b, Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyak'inkan bahwa ia telah
me'lakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mula'i bulan
berikutnya ia d'iberhentikan sementara diberikan gaji sebesar
Iima puluh per seratus dar-i gaji pokok yang diterimanya
terakhi r.

(2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara
menurut Pasal 84 ayat (2) mulai bu1an berikutnya ia diberhentikan
diberikan gaji sebesar tujuh pu'luh 'lima per seratus dari gaji pokok
yang diterima terakhir.

Pasal Bl

Untuk mnghindarkan kerugian bagi keuangan Perusahaan Daerah, maka
perkara yang menyebabkan seorang pegarvai dikenakan pernberhenti an

sementara harus diperiksa dalam waktu sesingkat-singkatnya agar dapat
diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan'

Pasal 88

(1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai
yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata t'idak bersalah, maka

f::Tll i tu harus segera diangkat dan di pekerj akan kembal i pada
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J'ika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai
bersalah:

yang bersangkutarr ter-nyat:r

Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara merrurut
Pasal A4 ayat (1 ) harus diambi I tindakan pernDerhentian
sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarka,-r
kepadanya tidak dipungut kembal'i .

Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut
Pasa'l 84 ayat (2) j'ika perlu diamb'il tindakan, maka harus
diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputlrsan hakirn yang
mengambil keputusan dalam perkara yang menyangl.lut diri pegawai
yang bersangkutan.
Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan
lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1 ) dan
ayat (2) a Pasal ini.

Pasal 89

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan peraturan 'inr clitetapkan mu)ai
akhir bulan keputusan pengadilan atas perkararrya mendapat kekuatan hukum
yang tetap.

Bagian Kesembi lan

Pemberhenti an

Pasal 90

Pemberhentian pegawai adalah pemberhent'ian yang mengakibatkan yang
bersangkutan kehjlangan statusnya sebagai pegawa'i Perusahaan Daerah.

Pasal 91

Pemberhentian pegawai terdiri dari :

a. Pemberhentian atas permintaan sendiri
b. Pemberhentian karena mencapai batas pensiun
c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran / tindakan pidana/

penyel ewengan.
e, Pemberhentian karena tidak cakap jasman'i dan rohani
f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas
g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau h'i)ang
h. Pemberhentian karena ha'l-ha'l 'lain.

a.

b.
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Pasal 92

('l ) Pegarvai yang meminta berhenti, d'iberhentikan dengan hormat sebagai
pegawa i .

(2) Perm'intaan berhenti sebagaimana ayat ('i ) dapat diturnda untuk paling
I ama 'l (satu) tahun, apabi la ada kepentingan Pcrt.:sahaan Daerah yang
mendesak.

Pasal 93

(1 ) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan
hormat sebagai pegawa'i .

(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56
(lima puluh enam) tahun.

(3) Batas usia pensiun bagi pegawai yang memangku jabatan Direksi adalah
60 (enam puluh) tahun.

Pasa'l 94

Apabi 1a ada penyederhanaan organisasi Perusahaan Daerah yalg
mengakibatkan kelebihan pegawai, maka pegawai yang keleb'ihan
disaiurkan ke Perusahan Daerah 'lainnya.

Apabila penyaluran sebaga'imana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin
d'ilaksanakan, maka pegawa'i yang keleb'ihan diberhent'ikan dengan
hormat sebagai pegawai.

Pasal 95

(1) Pegawai dapat dibei^hentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai
karena :

a. Me'langgar sumpah/ j an j i pegawai , atau peraturat-i di si p1 i n pegawai
Perusahaan Daerah.

b. Dihukum penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja
me]akukan suatu tindak p'idana 'ke j ahatan yang di ancam dengan
pidana set'inggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam pjdana
yang lebih berat.

(2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai apabila
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :

(1)

(r\

J

I

l
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a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tinrjal piciana
kejahatan yang ada hubdngannya dengan jabatan, atatr

b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana 'Jimaksuc]dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitah Undarrg-undarrg
Hukum Pidana.

(3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabi'!a
ternyata melakukan usaha atau kegiatal yang bertujuan mengubah
Pancasi'la dan atau Undang-undang Dasai 1945, atau terlibat dalam
gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara ':lan atau
Pemeri ntah.

Pasal 96

Pegawai diberhentikan dengan hormat mendapat hak-hak kepegawaian
berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat dokter yang
ditunjuk o'leh Perusahaan Daerah dinyatakan :

a. Tidak dapat bekerja lagi da'lam semLra jabatan karena kesehatannya,
atau

Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi di rinya
sendiri dan atau l'ingkungan kerjanya, atau

Setelah berakhirnya cuti Sakit, belum mampu bekerja kembarr.

Pasal 97

(1 ) Pegawai yang men'inggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1(satu) bulan terus menerus dihentikan bayaran gajinya mula1 bulan
kedua.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud da]am ayat (1 ) yang dalam wakiu kurang
tiga (tiga) bulan melaporkan diri kepada Dereksi, dapat:

a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhad'irannya itu karena ada
alasan yang dapat diterima,atau

b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketjdak
hadirannya itu ada'lah karena kelalaian pegawa'i yang bersangkutan
dan menurut pendapat Direksi akan mengganggu suasana kerja, iika
di tugaskan kemba'li .

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), yang dalam waktu 3(tisa) bu]an terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah,
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

b.

c.



1
){
i

-34

Pasal

Pegawa'i yang meninggal dunia dengan sendirinya d'ianggap dibelherrtjkan
dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 99

(1) Pegawai yang hilang, diangEap telah men'inggal dunia pada akhir bulan
ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

(2) Pernyataaan hi'lang sebagaimana dimaksud dalam ayat ('t ), dibuat oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan atau Berita
Acara dari Pejabat yang berwajib.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian d.itemukan
kembali dan hidup, diangkat kembal'i sebagai pegawai dan gajinya
dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan
memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang te]ah diterima oleh
ke 1 uarganya.

Pasa] 100

Kepada pegarvai yanE diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasa'l

(1 ) Pegawai sebagaimana dimaksud da'lam pasal 94, pasal 96 huruf b
danc:
a. Diberheniikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun

apabi'la telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 ( l'ima puluh)
tahun dan memi 'l i ki masa ker j a pensi un sekurang-kurangn;.,a 1 O
(sepuluh) tahun.

b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat
uang tunggu, apabila belLrn memenuhi syarat-syarat usia dan masa
kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal g6 huruf a, diberhentikan
dengan hormat. sebagai pegawai dengan hak pensiun;

a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabi'la oleh dokter yang
ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan dapat bekerja lagi dalam
sernua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan o]eh dan karena
'i a men j al ankan kewa j iban j abatan.

9B

101

I

i

I

--
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J'ika telah mem'il iki masa kerja pensiun
( empat ) tahun, apabi I'a ol eh dokter yang
Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi
karena kesehatannya yang bukan disebabkan
menjalankan kewaj iban jabatan.

:eku r ar-,9 [.urangya 4
di tun; uk Perusahaan
dal am masa j abatan,
oleh dan karena ia

Pasal 1O2

Pegawai yang diberhentikan dengan hornrat sebagai pegawai karena mencapai
batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia mem'iliki nrasa kerja
pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepulu) tahun

Bagian Kesepuluh

Pensiun Pegawai dan Janda,/Duda

Pasa] 'l03

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Peraturan Daerah jni
diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-
jasa pegawai selam bertahun-tahun bekerja da]am Perusa.haan Daerah.

Pasal 10+

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji
pokok (termasuk gaj i pokok tambahan dan,/atau gaj i pokok tambahan
pera'lihan) terakh ir sebulan yang berhak cji terima oleh pegawai )'ang
berkepentingan berdasarkan peraturan gaji y'ang berlaku bagr'nya.

Pasal 105

(1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun
untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu
bekerja di Perusahaan Daerah.

(2) Waktu menja1ankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain
daripada sebagai pegawai Perusahaa.n Daerah, dihitung penuh apabiIa
yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawa'i
Perusahaan Daerah telah bekerja sebagai pegawai Perusahaan Daerah
sekurang-kurangnya selama 5 ('lima) tahun.

(3) Waktu bekerja dalam keduduka.n lain daripada yang ]ain d'isebut pada
ayat (1) dan (2) Pasa] ini da]am ha]-hal tertentu Capat dihitung
sebagai masa kerja untuk pensiun. Ketentuan-ketentuan mengenai hal
ini diatur dengan Peraturan Perusahaan Daerah.

(a) Da'lam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas
men j adi sebu'lan penuh.
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Pasal 1Oo

Pemberhentian pensiun pegawai, pensiun janda/duda a; bagian pensitrn
janda ditetapkan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk-

Pasal 107

Di atas pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau bagiarn pens;iun jairda
diberi kan tunjangan keluarga, tunjangan kemahal an darr tunjangan-
tunjangan umum dan bantuan umum 'lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang
berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 1OB

(1 ) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan
Daerah berhak menerima pensiun pegawai, iikalau ia pada saat
pemberhentiannya sebagai pegawai perusahaan Daerah.

a. Telah mencapai usia sekura-ng-kurangnya 5O (1ima pu'luh) tahun dan
mencapai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya ZO( dua puluh ) tahun.

b - O]eh dokter yang di tun j uk ol eh Perusahaan Daerah berdasarka;':
peraturan tentang pengujian kesehatan pegawa'i Perusahaarr Daerah,
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatarr apapun :uga
karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan
karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau

c. Mempunyai masa kerja sekurang-l<urangnya 4 (empat) Lahun dan o]eh
dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarkan
peraturan tentang penguj ian kesehatan pegawai perusahaan
Daerah, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabaian apapunjuga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan
oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Pegawai Perusahaan Daerah yang diberhentikan atau dibebaskan dar'i
pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan
pegawai, penertiban aparatur Perusahaan Daerah atau ka'r.6Ra alasaR-
aJasan d.inas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembal i
sebagai pega|ai Perusahaan Daerah, berhak menerima pensiun pegawai
apabila ia diberhentikan dengan hormat sebaga'i Perusahaan Daerah dan
pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah .itu
te]ah berusia sekurang-kurangnya 5O ( I ima puluh) tahun dan mem.i I i ki
masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 1o (sepuluh) tahun.
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(3) Pegawai Perusahaan Daerah yang setelah menjalankan suatu tugas
Perusahaan Daerah tidak. d'ipekerjakan kembal i sebagai pegawai
Perusahaan Daerah, berhak menerima pensiun pegawar apab.ila .ia
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Perusalraan Daerah -ia
mencapai usia sekurang-kurangnya 1O (sepu'luh) tahun.

(a) ,{pabila pegawai yang dimaksud pada ayat ( Z) dan (3) F.asat ini paiia
saat ia diberhentikan sebagai pegawai Perusahaaan Dae;ah telairmemiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya to (sepuluh)
tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapi usia 50 (ljma puluh)
tahun, maka pemberian pensiun kepadanya Liitetapkan pada saat ia
mencapai usi a 50 ( I ima pul uh ) tahun .

Pasa'l 109

Usia pegawai Perusahaan Daerah untuk penetapan hak atas pensiun
ditentukan atas dasar tanggal ke'lahiran yang disebut pada pengangkatan
pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah menurut bukti-bukti yang sah,maka tangga] ke]ahi ran atau umur pegawai di tetapkan blr,Jsarkan
keterangan dari pegawai bersangkutan paoa pengangkatan pertarna itu,
dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudiantidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pegawai.

Pasa'l 110

(1) Besarnya pens'iun pegawai sebulan ada'lah duadari dasar pensiun untuk tiap-t.iap tahun
ketentuan bahwa :

setengah per seratus
masa kerj a, dengan

a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya tujuh puiuh
f ima per seratus dan sekurang-kurangnya empat puiuh per seratusdari dasar pensiun.

b. Pensiun pegawai sebulan dalam ha] termaksud dalarn pasal 1Og ayat(1) hurut b Peraturan Daerah ini a,Ja]ah sebesai- tujuh puluh limaper sei atus dari dasar pensiun.

c. Pensiun pegawai sebulan t'idak bol eh kurang dari saj i pokok
terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang- Coj i dan
Pangkat yang berlaku bagi pegawai perusahaan Daerah yang
bersangkutan.

(2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1 ) huruf b pasal ini d.ipertinggi
dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai perusahaan Daerahyang bersangkutan dinyatakan tidak dapat belierja lagi dalam jabatan
apapun juga karena cacad jasmani,/atau rohan.i yang terjadi di dalam
dan/atau oleh karena 'ia menjalankan kewajiban JaOitannya, ketentuan-
ketentuan tentang pemberian tambahan atal pensiun p*gu*ui inl d.iatur
dengan Peraturan perusahaan Daerah-
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Pasal l 1 1

Untuk mempero'leh pensiun pegawai menurut Peraturan Daeral" ini pegawai
yang bersagngkutan mengajukan surat permintaan kepada Di reksi atau
pejabat yang ditunjuk :

a. Salinan sah dari Surat Keputusan tentang pemberherrl ian ia sebagai
pegawai Perusahaan Daerah.

6', Ouf tu. Riwayat Peker j aan yang di susun/d'i sahkan ol eh pe j abat
Perusahaan Daerah yang berwenang untuk memberhentikan pegawai yang
bersangkutan.

c. Daftar susunan keluarga yang disahkan o1eh yang berwajib yang inemuat
nama, tanggal kelahiran dan alamat ( istni-istri / suami dan
anak-anaknya ).

d. Surat keterangan dari pegawai ),ang berkepentingan yang menyatakan
bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan,
dan barang iainnya mi'lik Perusahaan Daerah yang ada oadanya, te1ah
diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasa] 112

('l ) Pensiun pegawai yang berhak di terima di beri ka,r mul ai bu'latr
berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebaga'i pegawai
Perusahaan Daerah.

(2) Da'lam hal termaksud dalam Pasal 108 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pensiun pegawai diberikan mulai bu1an berikutnya bekas pegawai yang
bersangkutan mencapai usia 50 (lima pu'luh) tahun.

Pasal 113

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun
pegawai yang bersahgkutan men'inggal dunia.

Pasal 114

(1) Pembayaran pensiun pegawai diberhentikan dan Surat Keputusan tentang
pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabi 1a penerima pens'iun
diangkat kembali menjad'i pegawai Perusahaan Daerah atau diangkat
kembal'i dalam suatu jabatan Perusahaan Daerah dengan hak untuk
kemudian setelah diberhent'ikan 1agi, mempero'leh pensiun menurut
Peraturan Daerah ini.
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(2) J'ika pegawai Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) Pasal ini
kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhjr maka kepadanya
diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) Pasal ini atau
berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir
itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji
yang lama dan baru, apabila perhitungan itti lebih menguntungkan.

Pasal 115

(1) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawat
men'ingga'l dunia, maka istri ( istri-istri )nya untuk pegawai
Perusahaan Daerah pria atau suarninya untuk pegawai Perusahaan Daerah
wanita, yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima pensiun
janda atau duda.

(2) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai yang
beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami
yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pens'iun janda/duda, maka
dengan menyimpang dari ketentuan dari ayat (1 ) Pasal ini, pensiun
)mda/duda diberikan kepada istt i/suami yang aCa pada waktu ia
meninggal dunia.

(3) Dalam ha1 pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai
pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang maka pensiun
janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu pallng lama dan
tidak putus-putus dinikahinya.

Pasa'l 1'16

(1) Besarnya pensiun juda/duda sebulan ada'lah tiga puluh et)a.r'n per
seratur dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih
dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya
peirsiun janda masing-masing istri adaiah tiga puluh enam per seratus
dibagi rata antara istri-istri itu.

(2) Jumlah tiga puluh enam per seratus dari dasar pensiun termaksud ayat
(1) Pasa'l ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima per seratus
dari gaj i pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang
Gaj i dan Pangkat Pegawai Perusahaan Daerah yang berlaku bagi
almarhum suam'i /i stri nya.

(3) Apabila pegawai Perusahaan Daerah itu tewas, maka besarnya pensiun
janda/duda adalah tujuh puluh dua per seratus dari dasar perrsiun,
dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri
yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun
janda untuk masing-masing istri adalah tujuh puluh dua per seratus
dibag'i rata-rata antara istri-istri itu.
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(4) Jumlah tujuh puluh dua per seratus dari dasar pensiun termaksud ayat
(3) Pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terencjah menurut
Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaj i dan Pangkat Pegawai
Perusahaan Daerah yang berlaku bagi a'lmarhum suami/istr irr;ra,

Pasal 117

( 1 ) Apab-il a pegawai Perusahaan Daerah atau peneri ma pensi utr pegavra i

meninggal dunia, sedangkan tidak mempunyai suami/istri lagi yang
berhak untuk menerima pensiun janda/duda atarr bagian pensiuri
janda/duda atau bagian pensiun janda termasuk Pasal 115 Per-aturan
Daerah ini maka :

a. Pensiun janda diberikan pada anak-anaknya, apabila hanya
terdapat satu go'longan anak yang sah seibu.

b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-mas'ing
golongan anak yang sah seibu,

c. Pensiun duda diberikan kepada anak ( anak-anaknya ).

(2) Apabi la pegawai pria atau penerima pensiun pria men'inggal dun'ia,
sedangkan ia mempunyai istrj yang berhak menerima pensiun
janda/bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari istri
(istri-istri ) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka
bagian pensiun diberikan kepada masing-rnasing istri dan go)ortgan
anak (anak-ar,ak) seayah seibu termaksud.

(3) Kepada anak ( anak-anak ) yang ibu dan ayahnya berl<edudukan sebagai
pegawai negeri dan dua-duanya meninggal dun'ia, diberikarr satu
pensiun janda, atau pensiun duda atas dasar yang leb'ih
menguntungkan.

(4) Anak (anak-anaknya) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian
pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat ('l) atau ayat (2)
Pasal in'i, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau
penerima pensiun pegawai meningga'l dunia : "

a. Belum mencapai usia 25 tahun, atau
b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Pasal 118

(1 ) Pendaftaran Istri/Suami/Anak sebagai yang berhak menerima pensiun
janda/duda yang dimaksud dalam Pasal 1O7 dan Pasal 108 Peraturan
Daerah ini harus dilakukan oleh Pegawai Perusahaan Daerz-h atau
penerima pens'iun pegawa'i yang bersangkutan-
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(2) Pendaftaran lebih dari segrang
pensiun harus dilakukan ddngan
di daftarkan.

istri sebaga'i yang berhak mener-ima
sepengetahuan tiap-tiap Istri yang

(3) Jikalau hubungan perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar
terputus, maka terhitung mulai perceraian berlaku sair Istri/Suami
itu dihapuskan dari daftar Istri/Suami yang berhak menerima pensiun
janda/duda.

(4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima
pensiun ianda/duda atau bagian pensiun janda seperti te;^mal.:sud pasal
116 Peraturan Daerah ini ialah :

a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawa'i dari perkaw'inan
dengan Istri/Suami yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima
pensiun janda/duda.

b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.

(5) YanS dianggap di'lahirkan dari perkaw'inan sah ialah kecual j anak-anak
yang d'i 'l ahi rkan se] ama perkawi nan i tu j uga arak yang di I ah i rkan
selambat-lambatnya 30O ( tiga ra'tus ) hari sesudah perkaw'inan itu
terputus.

(6) Pendaftaran Istri, Anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda
harus di'lakukan dalam waktu 1 ( satu ) tahun sesudah perkawinan/
kelahi ran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk
me]akukan pendaftaran itu. pendaftaran Istri/Suami/A,nak yang
diajukan sudah lampau batas waktu itu tidak diterima 1agi.

Pasa'l 1'tg

( 1 ) Apabi la pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri,,rsuami ataupun
anak, maka dura puluh per seratus dari pensiun janda/ouda termaksud
Pasa'l 115 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang
tuanya.

(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-
masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1 ) pasal
ini.

pasa'l 1n
Untuk memperoleh pensiun janda,/duda atau bagian pensiun janda menurut
Peraturan Daerah 'ini, janda/duda yang bersangkutan mengajukan surat
permintaan kepada Direksi dengan disertai :

a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang djsahkan oleh yang
benvaj i b.

--L
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Sal i nan Surat N'i kah yang di sahkan ol eh yang berwa j i b .

Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat
narna, tangga] ke'lahiran dan a]amat mereka yang berkepentingan'

Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaj i terakhi r pegawa'i
yang meninggal dunia.

Pasal 121

(1 ) Pemberian pensiun janda/duda atau bag'ian pensiun janda kepada anak
termaksud Pasal 1'17 Peraturan Daerah ini di'lakukan atas permintaan
dari atau atas nama anak yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat (1 ) Pasa'l ini harus disertai :

. a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh
yang berwajib.

b. Sa] i nan Surat Ke'lahi ran anak atau daf tar susunan kel uarga
pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwaj'ib, yang
memuat narna, al amat dan tanggal 'lahi r dari mereka yang
berkepenti ngan.

c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak
itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

d. Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji Pokok tei-akhir
pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 122

(1) Kepa'la unit dimana pegawai Perusahaan Daerah yang meningga'l dunia
terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-
surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud da'lam Pasal
120 dan Pasal 121 ayat (2) terlaksana selekas mungk'in.

(2) Istrj/Suami atau Mak dari penerima pensiun pegawai atau penerima
pensiun janda,/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat
permi ntaan beserta 'l ampi ran-'l ampi rannya termaksud dal am Pasal 120
dan 121 ayat (2) langsung kepada Direks'i dengan disertai salinan
dari Surat Keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun
janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.
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Pasal 123

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah
ini diber.ikan mulai bulan berikutnya pegawai Perusahaan Daerah atau
penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggai dunia aiau mulai
dapat o'leh yang bersangkutan. Bagi anak yang diIahirkan dalam batas
waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai Perusahaan Daerah atau
penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pens-iun- jandalbagian pensiun
janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 124

Pemberian pensiun ianda/duda atau bagian pensiun janda Uerakhir pada
akhir bulan :

Janda,/duda yang bersangkutan meningga'l dunia.

Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi
meneri manya.

syarat-syarat untuk

Pasal 125

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 112, Pasal 120 atau jZ1
Peraturan Daerah ini be'lum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal
penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian
pensiun janda belum dapat di'la!<sanakan maka kepada bekas pegawa'i
Perusahaan Daerah atau janda, duda atau anak yang berxepentingan oleh
pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat
diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun janda r,renurut petunjuk
yang ditentukan.

Pasal 126

Apabila penetapan pemberian pens'iun pegawai atau pensiun janda/duda atau
pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut
diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru yang mernuat
alasan perubahan i tu, akan tetapi kelebihan pensiun atau pensiun
janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin ielah dibayarkan,
tidak dipungut kembali.

Pasal 127

(t) Pensiun ianda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada
janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika 1'andaldudayang bersangkutan nikah 1agi, terhitung dari bulan berikutnya
' i 
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(2) Af:airi'ia kemuc i.rri l..hrusus dalam hal jalda perkawirlan tci-rlas'-.rii a7'at ( 1 )

Pasa'l in'i terpxltus, maka terhi tung bul an beri kutnya kepada j anda
yang bersangkutan diberikan Iagi pensiun janda atau bagian pens'iun
janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan kepadanya
OiUerikan pensiun janda yang menurut Peraturan Daerah ini dapat
di pero'lehnya karena perkawi nan terakir i r.

Pasal 128

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda,/duda :

1. Hak untuk menerima pensiun pega$Jai atau pensiun ianda/duda haptts :

a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin Perusahaan Daerah
menjadi a-nggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing;

b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun
janda 'menurut Keputusan Pejabat yang berwenang dinyatakan salah
melakukan tindakan atau terl ibat dalam suatu gerakan yang
bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Ha1uan Negara
yang berdasarkan Pancasi'la.

c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan
untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai/pensiun ianda/duda/
bag'ian pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai Perusahaan
Daerah atau j anda,/duci a/ anal< yang seharusnya t i dak berhak
diberikan pensiun.

2. Dalam hal-hal tersebut ayat (1 ) huruf a dan b Pasal ini, maka Surat
Keputusan Pemberian Pensiun dibata'lkan, sedang dalanr hal-ha'l tersebut
huruf c, ayat itu Surat Keputusan termaksud dicabut.

Pasal 129

Sumber dana pensiun
dari .

a. Prosentase dari

b. Iuran Pensiun;

dari masingrnasing Perusahaan Daerah dapat dihimpun

Iaba untuk dana pensiun;

c. Dana-dana dan penghasilan 'lain yang sah.
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.BAB V

KETENTUAN PENUTUP

1 pasal 13O

: ga1-ha'l yang be1um cukup diatur da1am Peraturan Daerah ini sepanjang, mengenai tekni s pel aksanaannya akan di atur I ebi h l an j ut derrgan Stri at
* Keputusan Bupati Kepa'la Daerah.

r pasal 1 31

Dengan ber'lakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahu'lu
yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak ber'laku 1agi.

Pasa'l 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal d'iunCangkan.

Garut, 5 Desember 1989

DE}'AN PERWAKII-AI.I MKYAT DAEMH zuPATI KEPALA DAEMH
KABUPATEN DAEMH TII.GKAT II GARUT TII.GKAT iI GARUT
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ttc ttd

suwARNA i"IOt4ONGANDASASMITA, SH
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